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BAB III 
PENUUTUP 
A. Simpulan  
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka peneliti 
mengambil kesimpulan sebagai jawaban dari rumusan permasalahan sebagai 
berikut: 
1. Langkah yang yang dilakukan Polisi terhadap perjudian belum maksimal 
sesuai ketentuan Undang-undang yang ada, sehingga polisi melakukan dua 
tahap yang dilakukan oleh Polri dalam pemberantasan perjudian, yaitu: 
a. Usaha preventif yaitu polisi telah mengadakan penyuluhan-penyuluhan di 
desa-desa melalui tokoh masyarakat untuk menghindari sejak dini dalam 
tindak perjudian. Di mana jalan satu-satunya untuk mencegah perjudian 
di masyarakat Kulon Progo, maka polisi dan tokoh masyarakat berkerja 
sama secara rutin memberikan penyuluhan baik secara kelompok 
maupun individu untuk menghindari perjudian.  
b. Usaha represif terhadap perjudian di Kulon Progo, di mana polisi 
berwenang tanggungjawab dan bertugas sebagai penyelidik bagi pelaku 
tindak perjudian sesuai UU No. 2 Tahun 2002 dan pelaku yang 
melanggar perjudian di atur dalam KUHP. 
2. Kendala yang dihadapi Polri di Polres Kulon Progo dalam menanggulangi 
dan memberantas perjudian, yaitu : 
a.  Polisi kurang tegas (belum maksimal), yaitu polisi belum sesuai dengan 
ketentuan undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang tugas polisi.   
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b. Masyarakat kurang peduli, tidak berani melapor dan takut menjadi saksi. 
 
B.  Saran 
Dengan melihat kenyataan banyaknya masyarakat yang melakukan 
perjudian di wilayah Kulon Progo, untuk itu peneliti ingin memberikan saran-
saran: 
1. Sebaiknya penegakan hukum Polri di Polres Kulon Progo lebih 
meningkatkan patroli atau pengawasan terhadap tempat-tempat yang 
dianggap rawan untuk melakukan perjudian, missal di terminal, di sudut 
jalan gang kampung, di tempat mangkal tukang ojek, di tempat orang 
hajatan, tempat bilyard dan lain-lain. 
2.  Oleh karena perjudian sudah membudaya dalam kehidupan masyarakat, 
makadari hambatan-hambatan yang muncul perlu diadakan serta di 
tingkatkan penyuluhan kesadaran hukum dan dampak perjudian baik yang 
di lakukan oleh instansi-instansi pemerintah maupun oleh tokoh-tokoh 
masyarakat. Dengan demikian kesadaran masyarakat akan meningkat, dan 
tidak akan lagi melakukan perjudian. 
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